
BUPATIKARANGASEM 

PROVINS! BALI 

PERATURAN BUPATI KARANGASEM 

NOMOR 16 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2022 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

SEMEST A BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2023 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATIKARANGASEM, 

Menimbang a. bahwa dalam kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang 
menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan 
sebelum perubahan APBD; 

b. bahwa kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dapat berupa kondisi darurat, mendesak atau 
perubahan prioritas pembangunan; 

c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 
Nomor 900.1.9.1/435/SJ, tanggal 24 Januari 2023, 
tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan 
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali 
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, penyediaan dana 
hibah Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 
Tahun 2024 wajib dianggarkan pada tahun anggaran 
2023 sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran 
total dana hibah yang disepakati bersama; 

d. bahwa pemenuhan terhadap kewajiban pendanaan hibah 
Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 
sebagaimana dimaksud pada huruf c bersumber dari 
Penerimaan Pembiayaan melalui Pencairan Dana 
Cadangan; 

" 
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e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, 
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lambang Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­ 
Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
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Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018, Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6187); 

9. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6757); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5340); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
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Sistem Informasi Keuangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4828); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana 
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4829); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Kepada Partai 
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6177); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

f 
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Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6402); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 ten tang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6279); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

27. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 63); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah 
daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 754); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
serta pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1067); 
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30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 
tentang Sadan Layanan Umum Daerah (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1447); 

32. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926); 

34. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang 
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran 
Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 
ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 
3 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan 
Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Nomor 6); 

35. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang 
Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Nomor 5); 

36. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak 
Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Nomor 7); 

37. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak 
Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 10, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak 
Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 6, 
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Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kararrgasem 
Nomor 4; 

38. Peraturarr Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea 
Peroleharr Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kararrgasem Tahun 2011 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kararrgasem 
Nomor 2) sebagaimarra telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 
Peraturarr Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea 
Peroleharr Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kararrgasem Tahun 2015 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kararrgasem 
Nomor4); 

39. Peraturarr Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak 
Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kararrgasem Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3); 

40. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kararrgasem Tahun 2011 Nomor 8, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kararrgasem 
Nomor 7); 

41. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Pengendaliarr Menara Telekomunikasi 
(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Nomor 9) sebagaimarra telah diubah dengan 
Peraturarr Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang 
Perubaharr Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 
2011 tentang Retribusi Pengendaliarr Menara 
Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kararrgasem Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Kararrgasem Nomor 3); 

42. Peraturarr Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Pelayarrarr Persampaharr/ Kebersiharr 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kararrgasem Tahun 2011 
Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Kararrgasem Nomor 10) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang 
Perubaharr Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 
2011 tentarrg Retribusi Pelayanan 
Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kararrgasem Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6); 
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43. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak 
Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 12) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Nomor 15 Tahun 2011 ten tang Pajak Penerangan 
Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 
2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Nomor 16); 

44. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 ten tang Pajak 
Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 
2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Nomor 13) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 
10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16 Tahun 2011 
tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8); 

45. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 ten tang Pajak 
Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Nomor 14) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Karangasem Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 
17 Tahun 2011 ten tang Pajak Restoran (Lembaran 
Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Nomor 3); 

46. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak 
Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Nomor 15) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Karangasem Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 
18 Tahun 2011 ten tang Pajak Hiburan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Nomor 5); 

47. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak 
Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Nomor 16); 
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48. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 ten tang Pajak 
Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 
2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Nomor 17); 

49. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 18); 

50. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 ten tang 
Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 22, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Nomor 19); 

51. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 ten tang 
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 
(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 
Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Nomor 20); 

52. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 ten tang 
Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 24, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Nomor 21); 

53. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 ten tang 
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran 
Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Nomor 22); 

54. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 ten tang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Tahun 2011 Nomor 26, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 23) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Tahun 2012 Nomor 18,Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16); 

55. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang 
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Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 17, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Nomor 15); 

56. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Nomor 5); 

57. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 ten tang 
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 
(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem 6); 

58. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 15, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Nomor 13); 

59. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8); 

60. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Nomor 12); 

61. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 14); 

62. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang 
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ( 
Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Nomor 2); 
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63. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Nomor 5); 

64. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 ten tang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Nomor 2); 

65. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Nomor 4); 

Menetapkan 

66. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2022 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta 
Berencana Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 15); 

67. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, 
Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah 
Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 61). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2022 TENTANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH SEMESTA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 
2023. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana 
Tahun Anggaran 2023 (Berita Dearah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 
Nomor 56) yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati: 
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a. Nomor 7 Tahun 2023 (Serita Daerah Kabupaten Karangasem 
Tahun 2023 Nomor 7); 

diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar 
Rp. l.584.145.183.806,00 (Satu triliun lima ratus delapan puluh empat 
miliar seratus empat puluh lima juta seratus delapan puluh tiga ribu 
delapan ratus enam rupiah), yang terdiri atas: 
a. Belanja operasional; 
b. Belanja modal; 
c. Belanja tidak terduga; dan 
d. Belanja transfer. 

2. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 15 

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar 
Rp. l.204.391.646.084,00 (Sat triliun dua ratus empat miliar tiga 
rats sembilan puluh satu juta enam ratus empat puZuh enam rib 
delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas: 
a. Belanja pegawai; 
b. Belanja barang dan jasa; 
c. Belanja bunga; 
d. Belanja subsidi; 
e. Belanja hibah; dan 
f. Belanja bantuan sosial. 

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
direncanakan sebesar Rp.658.180.167 .780,00 (Enam rats lima 
puluh delapan miliar seratus deZapan puluh juta seratus enam 
puZuh tujh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah). 

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b direncanakan sebesar Rp.509.226.741.511,00 (Lima 
ratus sembilan miliar da ratus dua puluh enam juta tujuh ratus 
empat puZuh sat rib lima ratus sebelas rupiah). 

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
direncanakan sebesar Rp .0,00. 

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 
direncanakan sebesar Rp.0,00. 

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 
direncanakan sebesar Rp. 29.903.236.793,00 (dua puluh 
sembilan miliar sembilan ratus tiga juta dua ratus tiga puluh enam 
rib tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah). 
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(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf f direncanakan sebesar Rp. 7.081.500.000,00 (Tujuh miliar 
delapanpuluh satujuta lima ratus ribu rupiah). 

3. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 32 

(1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 
ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 29.903.236.793,00 
(dua puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga juta dua ratus tiga 
puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah). yang 
terdiri atas: 
a. Belanja hibah kepada pemerintah pusat; 
b. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi 

kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan 
c. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik. 

(2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) huruf a yang terdiri atas Belanja hi bah uang 
kepada pemerintah pusat, direncanakan sebesar 
Rp.250.000.000,00 (Dua ratus lima puluhjuta rupiah). 

(3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi 
kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 
Rp. 28.262.396.793,00 (Duapuluh delapan miliar dua ratus enam 
puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus 
sembilan puluh tiga rupiah). 

(4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan 
sebesar Rp.1.390.840.000,00 (Satu miliar tiga ratus sembilan 
puluh jut a delapan ratus empat puluh ribu rupiah). 

4. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 34 

(1) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi 
kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 
Rp. 28.262.396.793,00 (Dua puluh delapan miliar dua ratus enam 
puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus 
sembilan puluh tiga rupiah). yang terdiri atas: 
a. Belanja Hibah kepada Sadan dan Lembaga yang Bersifat 

Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan 
Peraturan Perundang-Undangan; 

b. Belanja Hibah kepada Sadan dan Lembaga Nirlaba, 
Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan 
Terdaftar; dan 
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c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, 
Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan. 

(2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, 
Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan 
Perundang-Undangan direncanakan sebesar 
Rp. 21.235.000.000,00 (Dua puluh satu miliar dua ratus tiga 
puluh Zima juta rupiah); 

(3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan 
Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 
direncanakan sebesar Rp. 5.851.411.593,00 (Lima miliar delapan 
ratus lima puluh satu juta empat ratus sebelas ribu lima ratus 
sembilan puluh tiga rupiah); dan 

(4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela 
Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp. 1.175.985.200,00 
direncanakan sebesar (Sat miliar seratus tujuh puluh Zima juta 
sembilan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah). 

5. Ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 77 

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 76 huruf a, direncanakan sebesar Rp. 76.542.662.310,00 
(Tujuh puZuh enam miliar lima ratus empat puluh dua juta enam 
rats enam puluh dua rib tiga ratus sepuluh rupiah) yang terdiri 
atas:, 
a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya; dan 
b. pencairan dana cadangan. 

(2) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan 
sebesar Rp. 59.433.462.310,00 (Lima puluh sembilan miliar empat 
ratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh dua rib tiga 
rats sepuluh rupiah). 

(3) Anggaran pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 17 .109.200.000,00 
(Tujuh belas miliar seratus sembilan juta dua ratus ribu rupiah). 

6. Diantara Pasal 80 dan Pasal 81 disisipkan 2 (dua) pasal baru yaitu 
Pasal 80A, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 80A 

Anggaran pencaiaran dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 77 ayat ( 1) huruf b, terdiri atas pencairan dana cadangan, 
direncanakan sebesar Rp. 17 .109.200.000,00 (Tujuh belas miliar 
serats sembilan juta dua ratus ribu rupiah). 
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7. Ketentuan Pasal 85 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 85 

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran 
belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/ (defisit) 
sebesar Rp. 35.042.662.310,00 (Tiga puluh lima miliar empat 
puluh duajuta enam ratus enampuluh da rib tiga ratus sepuluh 
rupiah). 

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan 
pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan 
sebesar Rp. 35.042.662.310,00 (Tiga puluh lima miliar 
empat puluh dua juta enam ratus enam puluh da rib tiga ratus 
sepuluh rupiah). 

8. Ketentuan Pasal 86 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 86 

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini yang terdiri atas: 
1. Lampiran I Ringkasan penjabaran perubahan APBD yang 

diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek dan 
rincian objek pendapatan, belanja dan 
pembiayaan. 

2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD menurut urusan 
pemerintahan daerah, organisasi, program, 
kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, 
dan rincian objek pendapatan, belanja dan 
pembiayaan; 

3. Lampiran III Daftar nama penerima, alamat penerima dan 
besaran hibah; 

4. Lampiran IV Daftar nama penerima, alamat penerima dan 
besaran bantuan sosial; 

5. Lampiran V Daftar nama penerima, alamat penerima dan 
besaran bantuan keuangan bersifat umum dan 
bersifat khusus; 

6. Lampiran VI Daftar nama penerima, alamat penerima dan 
besaran belanja bagi hasil; 

7. Lampiran VII Rincian Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut 
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, 
Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, 
Belanja dan Pembiayaan; 

8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi 
Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan 
DBHMinyak dan Gas Bumi Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, 
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, 
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9. Lampiran IX 

10. Lampiran X 

dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan; 
Rincian Dana Tambahan lnfrastuktur Menurut 
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, 
Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, 
Belanja dan Pembiayaan; 
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ 
Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan 
Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan 
Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD 
dengan Program Prioritas Perbatasan Negara. 

9. Ketentuan Pasal 87 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal87 

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam 
Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen 
Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Pasal II 

Pasal88 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Karangasem. 

Ditetapkan di Amlapura 
pada tanggal 21 Juni 2023 

BUPATI KARANGASEM, cf 

RTA I KETUT SEDANA 

(1GEDE DANA 

Diundangkan di Amlapura 
pada tanggal 21 Juni 2023 

SEKRETARIS AERAH KABUPATEN KARANGASEM, 

BERITA DAERAH KABUP TEN KARANGA EM TAHUN 2023 NOMOR 16 


